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Abstract

The implementation of Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia through the National Health Insurance (JKN)
program has significantly expanded population coverage and improved access to healthcare services. However,
challenges remain in ensuring effective service utilization, particularly in primary healthcare and referral system
governance. Key issues include limited capacity of primary healthcare facilities, high rates of inappropriate referrals,
and weak coordination among healthcare providers. This study aims to evaluate the implementation of the UHC policy
in Indonesia through strengthening primary healthcare and referral system governance, and to identify barriers and
enabling factors affecting its implementation. This study uses a qualitative approach with a literature review design.
The study population consists of scientific articles, policy reports, and official government documents related to UHC
implementation in Indonesia. The selected literature sample was obtained through purposive sampling based on topic
relevance, publication period within the last ten years, and source credibility. The study variables include healthcare
access, primary healthcare capacity, referral system, and UHC policy implementation. Data were collected through
a systematic search of Google Scholar and PubMed databases and analyzed using thematic analysis and critical
synthesis. The findings indicate that despite high JKN membership coverage, service quality and sustainability remain
suboptimal due to human resource shortages, limited infrastructure, and ineffective tiered referral mechanisms. In
conclusion, the success of UHC implementation depends not only on expanding insurance coverage but also on
strengthening primary health care capacity and improving referral system governance to achieve effective, equitable,
and sustainable health services.
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Abstrak

Implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
telah secara signifikan memperluas cakupan penduduk dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Namun,
tantangan tetap ada dalam memastikan pemanfaatan layanan yang efektif, khususnya dalam perawatan kesehatan
primer dan tata kelola sistem rujukan. Isu-isu utama meliputi keterbatasan kapasitas fasilitas perawatan kesehatan
primer, tingginya angka rujukan yang tidak tepat, dan lemahnya koordinasi antar penyedia layanan kesehatan. Studi
ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan UHC di Indonesia melalui penguatan layanan kesehatan
primer dan tata kelola sistem rujukan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung yang
mempengaruhi implementasinya. Studi ini menggunakan desain tinjauan pustaka. Populasi penelitian terdiri dari
artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan implementasi UHC di
Indonesia, dengan sampel literatur terpilih diperoleh melalui pengambilan sampel bertujuan berdasarkan relevansi
topik, periode publikasi dalam sepuluh tahun terakhir, dan kredibilitas sumber. Variabel penelitian meliputi akses
layanan kesehatan, kapasitas layanan kesehatan primer, sistem rujukan, dan implementasi kebijakan UHC. Data
dikumpulkan melalui penelusuran sistematis pada basis data Google Scholar dan PubMed, dan dianalisis
menggunakan analisis tematik dan sintesis kritis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun cakupan keanggotaan JKN
tinggi, kualitas dan keberlanjutan layanan masih belum optimal karena kekurangan sumber daya manusia,
infrastruktur yang terbatas, dan mekanisme rujukan berjenjang yang tidak efektif. Kesimpulannya, keberhasilan
implementasi UHC tidak hanya bergantung pada perluasan cakupan asuransi, tetapi juga pada penguatan kapasitas
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perawatan kesehatan primer dan peningkatan tata kelola sistem rujukan untuk mencapai layanan kesehatan yang
efektif, adil, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Akses Layanan; Kebijakan; Layanan Primer; Sistem Rujukan; UHC

PENDAHULUAN

Universal Health Coverage (UHC) adalah inisiatif global yang dirancang untuk
memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas
tanpa menghadapi beban finansial. Implementasinya sendiri tidak hanya berfokus pada mekanisme
pembiayaan tetapi juga pada fungsi sistem kesehatan yang efektif, terutama pelayanan primer
sebagai titik masuk utama ke layanan kesehatan. Di Indonesia, reformasi sistem kesehatan telah
dilakukan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014, yang telah
berkontribusi pada peningkatan akses layanan, tercermin dalam peningkatan signifikan cakupan
keanggotaan dengan menyentuh angka 280,7 juta jiwa atau sekitar £98% total penduduk dan
terjadinya pergeseran perilaku pencarian layanan kesehatan oleh masyarakat (Kosasih et al., 2022;
BPJS Kesehatan, 2025).

Meskipun cakupan JKN relatif tinggi, implementasinya terus menghadapi berbagai
tantangan kompleks. Salah satu masalah utama adalah tingkat keterlibatan peserta yang relatif
rendah dalam memanfaatkan layanan kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan. Dari total
kepesertaan mencapai £98% total penduduk, yang berstatus peserta aktif baru mencapai 78-80%.
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kepesertaan yang tinggi tidak secara otomatis berarti
pemanfaatan layanan sudah optimal (Muhlis, 2024). Selain itu, kesenjangan antardaerah tetap
menjadi perhatian yang signifikan, karena akses ke fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih
tidak merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Situasi ini yang
berkontribusi pada pola yang tidak merata dalam pemanfaatan layanan kesehatan di berbagai
wilayah (Rahvy & Gani, 2024). Kondisi ini berdampak pada ketimpangan pemanfaatan layanan
kesehatan antar wilayah. Di sisi lain, sistem rujukan yang belum berjalan secara efektif turut
menyebabkan meningkatnya beban pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut, khususnya rumah sakit,
akibat tingginya rujukan yang tidak sesuai indikasi medis.

Berbagai studi telah meneliti implementasi UHC dari berbagai sudut pandang, termasuk
akses ke layanan kesehatan dan ketidaksetaraan geografis. Namun, banyak dari studi ini masih
terbagi dan tidak secara komprehensif mengintegrasikan hubungan antara layanan primer, sistem
rujukan, dan indikator implementasi kebijakan dalam kerangka analitis yang terpadu. Padahal,
ketiga komponen ini saling terkait erat dan memainkan peran penting dalam membentuk
efektivitas keseluruhan sistem kesehatan (Astuti et al., 2024).

Urgensi penelitian ini semakin kuat, karena efektivitas implementasi Universal Health
Coverage (UHC) sebagian besar bergantung pada penguatan peran layanan kesehatan primer
sebagai gerbang utama dalam sistem kesehatan. Layanan kesehatan primer yang berfungsi dengan
baik sangat penting untuk mengendalikan jalur rujukan, meningkatkan efisiensi layanan, dan
menjaga kesinambungan perawatan pasien. Sebaliknya, kapasitas layanan kesehatan primer yang
tidak memadai dapat mengakibatkan sistem yang terfragmentasi dan penggunaan sumber daya
yang tidak efisien (Yuniarti et al., 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
implementasi kebijakan UHC di Indonesia melalui penguatan layanan primer dan tata kelola
sistem rujukan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan
dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan implikasi
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kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan
sistem kesehatan menuju pencapaian UHC yang optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain literatur review untuk mengkaji implementasi
Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh
pemahaman komprehensif tentang kebijakan dan praktik UHC berdasarkan bukti ilmiah dan
dokumen resmi yang relevan (Agustina et al., 2019). Penelitian berfokus pada konteks nasional
se-Indonesia dan dilakukan melalui penelusuran literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu 10
tahun terakhir. Populasi penelitian mencakup semua artikel ilmiah, laporan kebijakan, ringkasan
kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah yang membahas UHC di Indonesia. Sampel penelitian
terdiri dari literatur relevan terpilih yang diperoleh menggunakan purposive sampling berdasarkan
kriteria kesesuaian topik, tahun publikasi, dan kredibilitas sumber. (Perdana et al., 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis pada database Google Scholar
dan PubMed. Menggunakan kata kunci yang berhubungan dengan UHC, akses layanan kesehatan,
layanan primer, sistem rujukan, dan implementasi kebijakan. Analisis data dilakukan melalui
tinjauan tematik untuk mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama, diikuti dengan analisis
kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan.
Hasil-hasil tersebut disintesis dan disajikan dalam sebuah artikel ilmiah yang terstruktur secara
sistematis sesuai dengan pedoman penulisan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Artikel Hasil Kajian
Penulis/Tahun Judul Metode Hasil Penelitian

Prasmita etal., Implementasi Kualitatif  Implementasi program UHC di Kabupaten
(2024) Program Universal Bojonegoro menunjukkan capaian kepesertaan
Health Coverage JKN vyang tinggi (>95%) serta dukungan
(UHC) Terkait pembiayaan dari pemerintah daerah. Akses
Pelayanan layanan kesehatan relatif merata dengan dukungan
Kesehatan Bagi berbagai fasilitas kesehatan. Namun,
Masyarakat implementasinya belum optimal karena masih
Bojonegoro terdapat kendala dalam kualitas pelayanan
(termasuk layanan kegawatdaruratan yang belum
maksimal), keterbatasan sumber daya manusia
tenaga kesehatan, serta belum meratanya

distribusi layanan di beberapa wilayah.
Khoirunurrofik Health services Cross- Ketersediaan layanan kesehatan (rumah sakit,
et al., provision and sectional  tempat tidur, dan tenaga dokter) berpengaruh
(2021) decision to buy positif terhadap keputusan individu untuk menjadi
Jaminan peserta JKN. Fasilitas di tingkat puskesmas seperti
Kesehatan jumlah puskesmas dan dokter juga meningkatkan
Nasional peluang kepesertaan, meskipun jumlah tempat
(JKN) in Indonesia tidur di puskesmas berpengaruh negatif. Faktor

lain seperti penggunaan layanan (rawat jalan dan
rawat inap), status menikah, usia, serta kondisi
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ekonomi juga meningkatkan probabilitas
kepesertaan JKN.
Saminarsih et Synthesising key Kualitatif Hasil penelitian  mengindikasikan = bahwa
al., findings from analisis penguatan Primary Health Care (PHC) merupakan
(2025) Indonesia’s first tematik faktor utama dalam mendukung pencapaian UHC,
civil society-led yang tercermin dalam tujuh tema utama, yaitu: (1)
forum on primary visi  health for all, (2) partisipasi serta
health care: PHC pemberdayaan masyarakat, (3) peran tenaga
forum, Jakarta, kesehatan komunitas (CHWs), (4) peningkatan
13-14 November pembiayaan dan penetapan prioritas PHC, (5)
2023 inovasi dalam pelayanan kesehatan, (6) integrasi
layanan antara sektor publik dan swasta, serta (7)
kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi
perubahan iklim. Selain itu, temuan juga
menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat
secara aktif, penguatan layanan kesehatan primer,
serta dukungan investasi yang berkelanjutan
menjadi elemen penting dalam mewujudkan
pemerataan kesehatan dan sistem kesehatan yang
tangguh.
Putri et al., Predictors of Cross- Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65,1%
(2023) national health sectional  penduduk miskin telah menjadi peserta JKN,
insurance dengan peluang kepesertaan yang meningkat
membership seiring tingkat pendidikan. Selain pendidikan,
among the poor faktor lain yang berpengaruh signifikan adalah
with different tempat tinggal, usia, status perkawinan, dan status
education levels in ekonomi. Penduduk miskin di perkotaan, usia di
Indonesia atas 17 tahun, dan kelompok “poorer” lebih
cenderung menjadi peserta, sementara kelompok
menikah sedikit lebih rendah kemungkinannya
dibanding yang belum menikah. Secara
keseluruhan, terdapat perbedaan signifikan
kepesertaan JKN berdasarkan karakteristik sosial-
demografis.
Handayani et The regional and Cross- Sistem rujukan JKN belum optimal, dengan
al., referral sectional  19,3% rujukan tidak sesuai alur dan banyak pasien

(2021) compliance of
online healthcare
systems by
Indonesia National
Health Insurance
agency and health-
seeking behavior

in Indonesia

langsung ke RS kelas B-C. Ketidakpatuhan
dipengaruhi keterbatasan fasilitas dan kepadatan
peserta, serta menyebabkan waktu tunggu panjang
(hingga 55 hari). Dari sisi perilaku, laki-laki
cenderung kurang memanfaatkan layanan,
sementara penggunaan pengobatan alternatif dan
media sosial justru meningkatkan pencarian
layanan kesehatan. Temuan ini menekankan
perlunya perbaikan distribusi fasilitas dan
efisiensi sistem rujukan.
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Suyanti et al., Pelaksanaan Kualitatif = Penerapan UHC mendorong
(2024) Program Universal pergeseran paradigma dari fokus perawatan
Health Coverage kuratif menjadi pencegahan penyakit. Dengan
(UHC) Di memberikan akses yang lebih baik kepada
Indonesia masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan preventif, seperti imunisasi dan
pemeriksaan kesehatan rutin, UHC membantu
dalam mengurangi beban penyakit yang dapat
dicegah.
Harmin et al., Evaluasi Tata Kuantitatif Studi menunjukkan bahwa fungsi UHC belum
(2023) Kelola Sistem desain studi berjalan optimal. Tingginya angka rujukan yang
Rujukan Cross- melebihi batas ideal yaitu >15% menunjukkan
Kesehatan di sectional  lemahnya kapasitas layanan primer dalam
Puskesmas menuntaskan pelayanan medis sesuai kompetensi.
Kabupaten
Konawe Utara
Nugroho et al., Implementasi Kualitatif =~ Program Universal Health Coverage (UHC)
(2024) Kebijakan deskriptif ~memberikan manfaat yang cukup besar bagi
Universal Health warga dalam mengakses layanan kesehatan.
Coverage di Keberadaan UHC dapat mendorong kesadaran
Kabupaten Gresik masyarakat akan pentingnya kesehatan, karena
pelayanan yang diberikan secara gratis membuat
mereka lebih termotivasi untuk mendapatkan
pengobatan di puskesmas tanpa keraguan.
Serlianti et al.,  The Kualitatif ~ Salah satu faktor penghambat dalam implementasi
(2025) Implementation dengan Universal Health Coverage (UHC) adalah
Model Of pendekatan lemahnya koordinasi antar fasilitas pelayanan
Universal Health studi kasus kesehatan serta terbatasnya pemahaman dan
Coverage ketersediaan informasi mengenai mekanisme
Management sistem rujukan, yang menyebabkan belum
optimalnya pelaksanaan rujukan pelayanan
kesehatan.
Amelia & Analisis Kualitatif Implementasi  kebijakan JKN di  FKTP
Sambo (2025)  Implementasi deskriptif  belum berjalan optimal. Terdapat berbagai ha
Kebijakan Jaminan mbatan pada aspek komunikasi, sumber daya,
Kesehatan disposisi, dan
Nasional (JKN) di struktur birokrasi. Untuk itu, diperlukan perba
Fasilitas ikan dalam hal sosialisasi, penambahan SDM,
Kesehatan Tingkat peningkatan fasilitas, serta
Primer (FKTP) reformasi struktur koordinasi antar lembaga.

Sumber: Data diolah dari berbagai literatur (2026)
Capaian Akses Layanan dalam Implementasi UHC

Sintesis berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi Universal Health Coverage
(UHC) di Indonesia telah menghasilkan kemajuan yang cukup signifikan dalam perluasan akses
pelayanan kesehatan, khususnya melalui peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan
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Nasional (JKN) dan menurunnya hambatan finansial dalam memperoleh pelayanan. Tingginya
cakupan kepesertaan di beberapa daerah, seperti yang ditunjukkan oleh Prasmita et al. (2024) di
Kabupaten Bojonegoro (>95%), mengindikasikan bahwa dari sisi population coverage,
implementasi UHC telah bergerak ke arah yang sesuai dengan kerangka yang dikembangkan oleh
World Health Organization, yaitu memastikan sebanyak mungkin populasi terlindungi oleh sistem
jaminan kesehatan. Namun, apabila dicermati lebih dalam, tingginya angka kepesertaan belum
serta-merta merepresentasikan tercapainya akses kesehatan yang efektif (effective coverage).

Hal ini terlihat dari adanya paradoks antara peningkatan cakupan administratif dengan
kualitas pemanfaatan layanan di lapangan. Di satu sisi, Nugroho et al. (2024) menunjukkan bahwa
keberadaan UHC meningkatkan keberanian masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan
karena hambatan biaya berkurang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa skema pembiayaan publik
berhasil mengatasi salah satu hambatan klasik akses kesehatan, yaitu financial barrier. Namun di
sisi lain, temuan Prasmita et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, terutama pada
pelayanan kegawatdaruratan, masih belum optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa perluasan
akses finansial belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sistem pelayanan. Dengan kata lain,
Indonesia tampaknya relatif berhasil memperluas insurance coverage, tetapi masih menghadapi
tantangan dalam memastikan service readiness.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengukuran keberhasilan UHC tidak cukup hanya
menggunakan indikator kepesertaan. Konsep UHC menekankan tiga dimensi utama, yaitu cakupan
populasi, cakupan pelayanan, dan proteksi finansial. Ketika satu dimensi berkembang lebih cepat
dibanding dimensi lainnya, maka dapat muncul coverage illusion, yaitu kondisi ketika secara
administratif cakupan terlihat tinggi, tetapi manfaat kesehatan yang diterima masyarakat belum
optimal. Fenomena ini juga ditemukan di beberapa negara berkembang lain, seperti Thailand dan
Filipina, di mana ekspansi asuransi kesehatan pada tahap awal justru meningkatkan beban fasilitas
kesehatan primer karena peningkatan utilisasi tidak diimbangi peningkatan kapasitas layanan.

Selain itu, temuan Putri et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kepesertaan JKN pada
kelompok miskin dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mengindikasikan bahwa akses terhadap
UHC tidak sepenuhnya bersifat universal dalam praktiknya. Secara normatif, kelompok miskin
merupakan kelompok prioritas dalam kebijakan UHC, tetapi temuan tersebut menunjukkan bahwa
faktor sosial seperti pendidikan masih menentukan kemampuan individu untuk memahami
mekanisme kepesertaan, prosedur pelayanan, dan hak kesehatan yang dimiliki. Hal ini
menunjukkan bahwa hambatan akses dalam implementasi UHC tidak lagi hanya bersifat ekonomi,
tetapi mulai bergeser ke hambatan informasional dan literasi kesehatan. Dengan demikian,
tantangan implementasi UHC di Indonesia saat ini bukan lagi sekadar “bagaimana memasukkan
masyarakat ke dalam sistem”, tetapi “bagaimana memastikan masyarakat benar-benar mampu
menggunakan sistem secara efektif.”

Keterkaitan Layanan Primer dan Sistem Rujukan

Salah satu pola paling konsisten dalam hasil sintesis literatur adalah bahwa keberhasilan
implementasi UHC sangat ditentukan oleh kekuatan layanan kesehatan primer. Secara konseptual,
layanan primer berfungsi sebagai gatekeeper yang bertugas menyelesaikan sebagian besar masalah
kesehatan dasar, menjaga kontinuitas pelayanan, serta mengendalikan biaya melalui sistem
rujukan berjenjang. Oleh karena itu, kualitas implementasi UHC sangat bergantung pada apakah
layanan primer benar-benar mampu menjalankan fungsi tersebut. Temuan Saminarsih et al. (2025)
menegaskan bahwa penguatan Primary Health Care (PHC) merupakan fondasi utama pencapaian
UHC di Indonesia. Namun, hasil studi lain justru menunjukkan adanya kesenjangan antara desain
kebijakan dan realitas implementasi. Handayani et al. (2021) menemukan bahwa 19,3% rujukan
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tidak sesuai dengan prosedur, sementara Harmin et al. (2023) menunjukkan bahwa angka rujukan
melebihi standar ideal >15%. Bila dianalisis secara kritis, tingginya angka rujukan tidak selalu
menunjukkan tingginya kebutuhan pelayanan spesialistik, tetapi dapat menjadi indikator lemahnya
kapasitas klinis layanan primer.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem rujukan di Indonesia masih cenderung
berfungsi sebagai mekanisme administratif, bukan mekanisme klinis yang berbasis kompetensi
pelayanan. Banyak kasus yang secara teoritis dapat ditangani di tingkat primer justru dirujuk ke
rumah sakit. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sarana diagnostik,
kekurangan tenaga kesehatan, keterbatasan obat esensial, maupun rendahnya kepercayaan pasien
terhadap layanan primer. Dengan demikian, masalah tingginya rujukan tidak dapat semata-mata
dipahami sebagai ketidakpatuhan pasien terhadap sistem, tetapi juga sebagai refleksi dari belum
optimalnya kapasitas institusional di tingkat primer.

Lebih jauh, sistem kapitasi dalam JKN secara teoritis dirancang untuk mendorong efisiensi
di layanan primer. Namun, bila insentif finansial tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas layanan,
maka kapitasi berisiko menciptakan perilaku defensif berupa over-referral untuk mengurangi
risiko klinis di tingkat FKTP. Pola ini menunjukkan bahwa reformasi pembiayaan tanpa reformasi
kapasitas layanan dapat menghasilkan distorsi implementasi. Oleh karena itu, penguatan layanan
primer dalam konteks UHC tidak dapat dibatasi pada peningkatan jumlah fasilitas, tetapi juga
harus menyentuh aspek kompetensi klinis, sarana penunjang, serta kepercayaan publik terhadap
kualitas pelayanan.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan UHC

Hasil sintesis menunjukkan bahwa hambatan implementasi UHC di Indonesia bersifat
sistemik dan saling berkaitan antar level kebijakan. Temuan Amelia & Sambo (2025) mengenai
hambatan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menunjukkan
bahwa tantangan implementasi tidak semata-mata berada pada substansi kebijakan, melainkan
pada implementation capacity. Dengan kata lain, masalah utama bukan lagi “apa kebijakannya”,
tetapi “apakah sistem mampu menjalankan kebijakan secara konsisten”. Dari aspek sumber daya,
keterbatasan tenaga kesehatan yang ditemukan oleh Prasmita et al. (2024) menunjukkan bahwa
ekspansi kepesertaan yang cepat belum diikuti oleh ekspansi kapasitas pelayanan yang setara.
Ketidakseimbangan antara sisi permintaan (demand side) dan kapasitas penyedia layanan (supply
side) berpotensi menimbulkan bottleneck berupa antrean panjang, waktu konsultasi yang singkat,
hingga penurunan kualitas komunikasi klinis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat
menurunkan kepuasan peserta dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem JKN.

Selain itu, temuan Serlianti et al. (2025) mengenai lemahnya koordinasi antar fasilitas
kesehatan menunjukkan bahwa integrasi sistem pelayanan masih menjadi tantangan utama.
Padahal, UHC pada prinsipnya bukan hanya perluasan pembiayaan, tetapi juga integrasi layanan
secara horizontal dan vertikal. Ketika koordinasi antar fasilitas lemah, pasien berisiko mengalami
fragmentasi pelayanan, pemeriksaan berulang, atau keterlambatan terapi. Kondisi ini
menunjukkan bahwa tantangan UHC di Indonesia telah bergeser dari masalah akses menuju
masalah kontinuitas dan integrasi pelayanan. Temuan Khoirunurrofik & Raras (2021) yang
menunjukkan bahwa keputusan menjadi peserta JKN dipengaruhi faktor sosial-demografis juga
menunjukkan bahwa implementasi UHC masih menghadapi ketimpangan sosial. Hal ini
mengindikasikan bahwa pendekatan universal secara administratif belum sepenuhnya
menghasilkan akses yang universal secara sosial.

Page | 680



Indonesian Journal of Health Science
Volume 6 No.3, 2026

Faktor Pendukung Implementasi UHC

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, literatur menunjukkan bahwa implementasi
UHC di Indonesia memiliki sejumlah faktor pendukung yang cukup kuat. Salah satu faktor utama
adalah komitmen fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Tingginya cakupan di beberapa wilayah
menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan publik mampu mempercepat ekspansi kepesertaan.
Namun, apabila dianalisis lebih dalam, keberhasilan tersebut tampaknya lebih banyak terjadi pada
daerah dengan kapasitas fiskal dan tata kelola yang relatif baik. Artinya, keberhasilan
implementasi UHC tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan nasional, tetapi juga oleh
kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program operasional.

Selain pembiayaan, penelitian Saminarsih et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan
masyarakat dan penguatan PHC merupakan faktor pendukung penting. Temuan ini menarik karena
menunjukkan bahwa keberhasilan UHC tidak semata-mata ditentukan oleh pendekatan top-down,
tetapi juga oleh kapasitas komunitas dalam berpartisipasi aktif. Dengan demikian, implementasi
UHC yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif, bukan hanya
administratif. Faktor lain yang tampak konsisten adalah ketersediaan fasilitas dan tenaga
kesehatan. Namun, keberadaan fasilitas saja tidak cukup; kualitas dan distribusi layanan lebih
menentukan dibanding sekadar jumlah. Dengan kata lain, akses geografis tanpa akses fungsional
tidak akan menghasilkan manfaat kesehatan yang optimal.

Implikasi terhadap Perbaikan Kebijakan UHC

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa arah pengembangan kebijakan UHC di
Indonesia perlu bergeser dari orientasi coverage expansion menuju system strengthening. Pada
tahap awal implementasi, fokus pada perluasan kepesertaan merupakan langkah yang tepat untuk
mencapai inklusivitas. Namun, ketika cakupan telah relatif tinggi, tantangan berikutnya adalah
memastikan bahwa layanan yang diterima peserta benar-benar berkualitas, tepat waktu, dan
berkelanjutan. Tingginya angka rujukan, keterbatasan SDM, dan lemahnya koordinasi antar
fasilitas menunjukkan bahwa bottleneck utama saat ini berada pada kapasitas sistem, khususnya
di tingkat layanan primer. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perlu diarahkan pada penguatan
fungsi gatekeeper melalui peningkatan kompetensi klinis tenaga kesehatan, redistribusi SDM,
penyediaan sarana diagnostik, dan reformasi insentif pembiayaan agar tidak mendorong over-
referral.

Selain itu, pemerintah perlu menggeser indikator keberhasilan UHC dari sekadar jumlah
peserta menuju indikator yang lebih substantif, seperti effective coverage, kepatuhan rujukan,
kualitas pelayanan, patient experience, dan luaran kesehatan populasi. Tanpa perubahan indikator
tersebut, terdapat risiko bahwa keberhasilan UHC hanya bersifat administratif, sementara manfaat
kesehatan yang dirasakan masyarakat tidak berkembang secara sebanding. Dengan demikian,
masa depan implementasi UHC di Indonesia tidak lagi ditentukan oleh kemampuan memperluas
cakupan, tetapi oleh kemampuan mentransformasikan sistem kesehatan menjadi lebih terintegrasi,
berorientasi mutu, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

PENUTUP

Implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia menunjukkan bahwa
perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional telah meningkatkan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan, namun efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan
pada kapasitas layanan primer dan tata kelola sistem rujukan. Kajian ini menunjukkan bahwa
keberhasilan pencapaian UHC tidak hanya ditentukan oleh tingginya cakupan kepesertaan, tetapi
juga oleh kesiapan sistem kesehatan dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas, merata, dan
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terintegrasi. Keterbatasan tenaga kesehatan, tingginya angka rujukan yang melebihi standar ideal,
serta lemahnya koordinasi antar fasilitas pelayanan masih menjadi hambatan utama, sementara
dukungan pembiayaan, penguatan Primary Health Care (PHC), ketersediaan fasilitas, dan
keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Oleh
karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama
melalui redistribusi tenaga kesehatan pada wilayah dengan rasio rujukan tinggi, pemenuhan alat
diagnostik dan obat esensial untuk 144 diagnosis non-spesialistik di puskesmas, integrasi data
rujukan secara real-time antara BPJS Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit untuk menekan
rujukan yang tidak sesuai indikasi, serta menetapkan evaluasi kinerja berbasis indikator effective
coverage, kepatuhan rujukan, dan penyelesaian kasus di tingkat primer agar pencapaian UHC di
Indonesia dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
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